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ABSTRAK 

 - untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dan 

masyarakat perlu diselenggarakan rencana 
pembangunan yang berkeadilan sesuai dengan 

kebutuhan dan potensi daerah; untuk memberikan arah 

serta landasan dan kepastian hukum kepada semua 
pihak yang terlibat dalam pembangunan Kota Sorong, 

diperlukan rencana tata ruang yang merupakan dasar 

dari pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; 

bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja, peninjauan kembali rencana tata 

ruang dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) 

tahunan; bahwa sesuai dengan hasil rekomendasi 
Peninjauan Kembali RTRW Kota Sorong Tahun 2014-

2034 perlu dilakukan revisi; bahwa dengan adanya 

perubahan kebijakan nasional, kebijakan regional dan 
dinamika pembangunan, telah mempengaruhi penataan 

ruang wilayah Kota Sorong yang telah ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kota Sorong Tahun 2014-2034, 

sehingga perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan 

pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan 
Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota SorongTahun 2023-2043  

  - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 45 

Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya 

Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, 

Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota 

Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 173,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 

tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, 

Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten 

Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3960); Undang–Undang Nomor 21 

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi 

Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 



2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 

bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 6697); Undang–

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841); Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan 

Perundang – undangan (Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  5233) sebagaimana 

telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran 



Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6042); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633); Peraturan 

Presiden Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata 

Ruang Pulau Papua(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 136); Peraturan Presiden 

Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 199), sebagaimana telah diubahdengan Peraturan 

Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang 

– Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 186); Peraturan Presiden Nomor 18 

Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata 
Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan 

Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara 
Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara 

Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1071), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata 
Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara 
Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara 

Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1753); Peraturan Menteri Dalam 



Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 

Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan 

Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi 
RencanaTataRuangWilayah Provinsi, Kabupaten, Kota 

dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 329); Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan 

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan 

Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330); Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan 

Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 326); Peraturan Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 

15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan 
Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 327)sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi 

Penyelenggaraan Penataan Ruang  (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 530); Peraturan 
Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2022 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua 

Barat Tahun 2022-2042. (Lembaran Daerah Provinsi 

Papua Barat Tahun 2022 Nomor 3);  

  - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka 

Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sorong 
Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Sorong Tahun 

2014 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlak 

 

CATATAN 

: -  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan 

  -  Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 



pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penetapannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong 

  -  Lampiran 0 hlm 

 


